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RESUME HASIL AUDIT 
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN 

 

Kegiatan : Sertifikasi Awal 

Ruang Lingkup Sertifikasi  Legalitas hasil hutan pada Persetujuan PKKNK Di Areal 
PPKH 

Nama PKKNK : PT Nusantara Energy 

Alamat Kantor : Menara Bidakara I Lt. 9 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71-73, 
Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta 
Selatan, Provinsi DKI Jakarta 

SK PPKH :  SK PPKH Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor 1448 Tahun 2024 tanggal 8 
Oktober 2024 

 Penataan Areal Kerja PPKH dari Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor : 1531 Tahun 2025 tanggal 
14 April 2025  

Luas dan Lokasi Areal 
PPKH 

: 559,06 Hektar/ Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan Timur 

Sertifikat SVLK : - 

Tanggal Pelaksanaan 
Audit 

: 3 – 5 Juli 2025 

Metode :  On-site  

Lokasi PKKNK / Blok 
Tebangan 

: PPKH seluas 559,06 hektar yang berada di Kampung Batu-
Batu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau Prov. Kaltim 
berdasarkan SK MenLHK Nomor 1448 Tahun 2024 tanggal 
8 Oktober 2024 jo. SK Keputusan Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor : 1531 Tahun 2025 meliputi Blok 
Rencana Tebang Tahun 2025 dengan target luas 559,06 
hektar dan volume 27.019,18 m3 

Auditor / Tim audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut / Lead Auditor VLHH Hulu 

Standar Acuan : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada 
Pemegang Persetujuan PKKNK sesuai Lampiran 2.2 
Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/ 
HPL.3/12/2022. 

Lembaga Penilai dan 
Verifikasi Independen 

: LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN 
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1. LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  

 

1.1. DASAR  
 
a) Surat tugas No. 33/017/ST/VLHH-1/SA/NE/06.2025 Tanggal 25 Juni 2025 
b) Pengumuman rencana pelaksanaan audit sertifikasi awal pada PT Nusantara Energy 

di website SILK dan LPVI Trustindo Prima Karya, ditayangkan tanggal 26 Juni 2025. 
c) Audit Plan yang disampaikan ke auditi tanggal 26 Juni 2025 

 

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  
 

1. Pertemuan pembukaan 

Tanggal/Jam : 3 Juli 2025, jam 15:00 – 16:00 WITA 

Tempat : Kantor PT Nusantara Energy di Tanjung Redeb, Berau 

Catatan : Dibuatkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadirnya, 
terdokumentasi sesuai Form F1-03.5 Rev.1 yang dibuat 
tanggal 3 Juli 2025 

 

2. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan 

Tanggal/Jam : 3 Juli 2025, jam 16:00 – 17:00 WITA, lanjut : 

4 Juli 2025 jam 08:00 – 17:00 WITA 

Tempat : Blok Rencana Tebang Tahun 2025 

Catatan : a) Melaksanakan verifikasi dokumen, wawancara dan 
pemeriksaan lapangan secara sampling, untuk setiap 
verifier pada Standar VLHH Kayu yang digunakan. 

b) Dokumen yang diperiksa meliputi dokumen legal dan 
rekaman kegiatan dalam rentang waktu 12 bulan 
terakhir. 

c) Hasil verifikasi beserta nilai yang diberikannya, dicatat 
pada  checklist audit menggunakan Form F1-03.6 
Rev.1 

3. Pertemuan penutupan 

Tanggal/Jam : 5 Juli 2025 jam 09:00 – 10:00 WITA 

Tempat : Kantor PT Nusantara Energy di Tanjung Redeb, Berau 

Catatan : Menyampaikan hasil dan kesimpulan audit 
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2. URAIAN RINGKAS HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
 
Verifikasi dilakukan menggunakan Standar VLHH Kayu Pada Pemegang Persetujuan 
PKKNK sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ 
HPL.3/12/2022 pada dokumen dan rekaman legalitas, produksi dan perdagangan 
penebangan kayu, serta ketenagakerjaannya selama periode audit (12  bulan terakhir, 
terhitung Juli 2024 s.d Juni 2025) berserta implementasinya di lapangan dengan hasil 
sebagai berikut :  

 

Prinsip 1. 

Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu 
Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) 

1. Verifier 
1.1.1.a 

: Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan 
kelengkapannya. 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Kepemilikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 
(PPKH) PT Nusantara Energy sesuai dengan keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor 1448 Tahun 2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang 
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan 
Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas 
nama PT Nusantara Energy di Kabupaten Berau Provinsi 
Kalimantan Timur Seluas ±559,01 Hektar. Terdapat Peta 
Lampiran SK PPKH skala 1 : 25.000 dan ditandatangani oleh 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia, Siti Nurbaya. 

b. PPKH PT Nusantara Energy seluas ±559,01 Ha sesuai SK. 
MenLHK Nomor 1448 Tahun 2024 tanggal 8 Oktober 2024 
telah mendapatkan penetapan batas areal kerja PPKH 
berdasarakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor : 1531 Tahun 2025 tanggal 14 April 2025 
tentang Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan 
Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana 
Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Atas Nama PT 
Nusantara Energy di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 
Timur seluas 559,06 Ha. 

c. Kepemilikan PPKH oleh PT Nusantara Energy melekat 
sebagai Perizinan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan 
Non Kehutanan (PKKNK) sebagaimana diatur dalam Lampiran 
XVII PerMenLHK Nomor 8 Tahun 2021. 

d. Lokasi PKKNK PT Nusantara Energy Tahun 2025 seluas 
559,06 hektar berada di lokasi PPKH Pertambangan Batubara 
PT Nusantara Energy sesuai surat keputusan MenLHK Nomor 
1448 Tahun 2024 tanggal 8 Oktober 2024. 

e. PT Nusantara Energy telah melaksanakan timber cruising 
dengan intensitas 100% pada areal seluas ±559,06 Hektar 
yang berada di areal PPKH Pertambangan Batubara PT 
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Nusantara Energy yang berlokasi di Kecamatan Gunung 
Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan 
kelengkapan dokumen sebagai berikut : 
1) Laporan Hasil Cruising (LHC) / Timber Cruising (TC) 

Intensitas 100% Areal PPKH PT Nusantara Energy 
dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan hasil Cruising 
(RLHC); 

2) Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Nomor : 
011/NE/LGL/II/2025 yang ditandatangani oleh Hendra 
Sujarwadi (Ganis Canhut) dengan No. Reg. 01230002735 
dan Nilton Andrare Klau Lekik (Ketua Regu) tertanggal 10 
Februari 2025; 

3) Pakta Integritas terkait kebenaran telah melaksanakan 
cruising yang ditandatangani di atas materai oleh Hendra 
Sujarwadi (Ganis Canhut) dengan No. Reg. 01230002735 
dan Sonny C.A Engko (Kuasa Direktur) tertanggal 18 
Februari 2025; 

4) Peta Kerja Timber Cruising PKKNK PT Nusantara Energy 
dengan skala 1 : 15.000, dibuat dan ditandatangani oleh 
Ganis Canhut (Hendra Sujarwadi) dan diketahui oleh 
Kuasa Direktur (Sonny C.A Engko); 

5) Peta Sebaran Pohon Timber Cruising PKKNK PT 
Nusantara Energy pada seluruh Blok dan/atau petak 
dengan skala 1 : 7.500, dibuat dan ditandatangani oleh 
Ganis Canhut (Hendra Sujarwadi) dan diketahui oleh 
Kuasa Direktur (Sonny C.A Engko). 

6) Selanjutnya PT Nusantara Energy telah melunasi uang 
muka 25% dari RLHC seluas 559,06 Ha dengan total 
volume 27.019,18 m3, dengan rincian bukti pelunasan 
sebagai berikut: 
 Kode Billing 820250523896968 tanggal bayar 26 Mei 

2025 sebesar Rp 2.392.352.303 untuk DR, dengan 
NTPN CD50D48VVO439348 dibayarkan melalui Bank 
BCA; 

 Kode Billing 820250523932597 tanggal bayar 26 Mei 
2025 sebesar Rp 487.767.264 untuk PSDH, dengan 
NTPN B5A142G502VAG5TL dibayarkan melalui Bank 
BCA. 

f. Kegiatan penebangan/ pemanfaatan kayu di dalam areal 
PPKH Pertambangan Batubara PT Nusantara Energy 
dikerjasamakan dengan mitra atas nama PT Hamparan Hutan 
Hijau Mas berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama No : 
001/NE-HHHM/PKS/III/2025 tanggal 25 Maret 2025. 

2. Verifier 
1.1.1.b 

: Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKKNK. 

NILAI : MEMENUHI 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Terdapat Peta Lampiran Persetujuan Penggunaan Kawasan 
Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1448 Tahun 2024 
tanggal 8 Oktober 2024 seluas ±559,01 Ha Skala 1 : 25.000 
pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Berau 
Provinsi Kalimantan Timur, ditandatangani oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya). 

b. Luas PKKNK pada areal PPKH Pertambangan Batubara PT 
Nusantara Energy yaitu 559,06 Ha sesuai Penetapan Batas 
Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri 
Kehutanan berdasarkan SK Nomor : 1531 Tahun 2025 tanggal 
14 April 2025. 

c. Letak dan lokasi rencana tebang tahun 2025 seluas 559,06 Ha 
diverifikasi telah sesuai antara peta dengan letak di lapangan. 

d. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dengan aplikasi Avenza 
Maps diketahui bahwa terdapat kesesuaian batas PKKNK dan 
penandaannya di lapangan pada areal rencana tebang tahun 
2025 seluruhnya berada di dalam areal PPKH, diantaranya 
berupa batas blok/ petak sebagai berikut : 
 Batas Petak X-3 yang merupakan batas PPKH ditandai 

dengan pemasangan pita merah pada koordinat N 20 18’ 
1,282” dan E 1170 43’ 40,381”; 

 Batas Petak X-3 yang merupakan batas PPKH ditandai 
dengan pemasangan patok dari pipa paralon dengan 
ujung dicat hijau pada koordinat N 20 17’ 54,437” dan E 
1170 43’ 52,125”; 

 Batas Petak X-2 yang merupakan batas PPKH ditandai 
dengan pemasangan patok dari pipa paralon dengan 
ujung dicat merah dengan identitas patok nomor NE.II.26 
pada koordinat N 20 18’ 17,209” dan E 1170 43’ 11,571”; 

 Batas Petak X-2 yang merupakan batas PPKH ditandai 
dengan pemasangan patok dari pipa paralon dengan 
ujung dicat merah dengan identitas patok nomor NE.II.27 
pada koordinat N 20 18’ 18,72” dan E 1170 43’ 8,627”; 

 Batas Petak X-1 yang merupakan batas PPKH ditandai 
dengan pemasangan patok dari pipa paralon dengan 
ujung dicat merah dengan identitas patok nomor NE.I.41 
pada koordinat N 20 18’ 26,717” dan E 1170 42’ 52,544”. 

 

Prinsip 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 
2.1.1.a 

: LHC dibuat sesuai dengan ketentuan. 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

:  Terdapat dokumen LHC Tahun 2025 dengan intensitas 100% untuk 
luas 559,06 Ha, yang dibuat oleh petugas timber cruising PT 
Nusantara Energy bernama Hendra Sujarwadi sebagai Ketua Tim 
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Pelaksana, yang memiliki kompetensi GANISPH CANHUT dengan 
Nomor Register : 01230002735. Diverifikasi potensi kayu berdasarkan 
RLHC sebanyak 46.426 batang dan volume sebesar 27.019,18 m3. 

 Diverifikasi data hasil timber cruising berisi antara lain seperti nomor 
pohon, nomor ID Barcode, jenis pohon, diameter, tinggi, volume, 
kondisi pohon, status pohon, nomor jalur, panjang jalur, arah jalur, 
nama blok, nama petak, kelompok jenis dan titik koordinat. Adapun 
luas dan lokasi timber cruising telah sesuai dengan Peta Kerja Timber 
Cruising seluas 559,06 Ha dengan skala 1 : 15.000. 

 Terdapat Keputusan Direktur PT Nusantara Energi Nomor : 
014/NE/LGL/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Penetapan Hasil 
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) PT Nusantara 
Energi untuk RKT Tahun 2025 Pada KPH Berau Utara Kabupaten 
Berau Provinsi Kalimantan Timur. Adapun SK Penetapan hasil ITSP 
berisi diantaranya : 

a. Lokasi : Desa Merancang Ulu, Merancang Ilir 
dan Batu Batu Kecamatan Gunung 
Tabur Kabupaten Berau Provinsi 
Kalimantan Timur 

b. Blok Kerja : Blok X 

c. Petak Kerja : Petak X-1, X-2 dan X-3 

d. Nomor LHC : 01/NE-PH/ITSP/I/2025 

e. Tanggal LHC : 13 Januari 2025 

f. Luas Areal : 559,06 hektar 

g. Koordinat : 1170 41’ 47” - 1170 44’ 7” BT dan 20 
17’ 55” - 20 20’ 2” LU 

h. Waktu 
Pelaksanaan 

: 12 Januari 2025 sd 05 Februari 2025 
(25 hari) 

i. Jumlah Regu : 4 Regu 

 

 Berdasarkan hasil uji petik lapangan dijumpai penandaan timber 
cruising yaitu label ekolin warna kuning memuat informasi nomor id 
barcode yang dipasang pada pohon berdiri. 

2. Verifier 
2.1.1.b 

: Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC. 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Terdapat Surat Keputusan (SK) Direktur PT Nusantara Energi Nomor 
: 021/NE/LGL/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Penetapan 
Rencana Penebangan PPKH PT Nusantara Energy Untuk RKT Tahun 
2025, yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur (Sonny C.A. Engko) 
pada tanggal 1 Mei 2025. Adapun informasi di dalam SK Rencana 
Penebangan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 
- LHC nomor  : 01/NE-PH/ITSP/I/2025 tanggal 13 Januari 

2025 
- Blok nomor  : X 
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- Luas Blok             : ± 559,06 Ha 
- Jumlah Petak  : 3 Petak (X-1, X-2 dan X-3) 
- Jumlah Pohon Tebang : 46.426 Pohon 
- Jumlah Volume  : 27.019,18 M3 
- Masa Berlaku  : s.d 31 Desember 2025 

b. Berdasarkan pemeriksaan pada SIPUHH PT Nusantara Energi, yaitu 
sebagai berikut :  
- LHC yang terinput di SIPUHH dengan nomor 01/NE-

PH/ITSP/I/2025 dengan total 46.426 batang dengan volume 
27.019,18 M3; 

- Rencana Penebangan Tahun 2025 untuk kegiatan tahun 2025 
telah terupoad di SIPUHH yaitu seluas 559,06 Hektar dengan 
target volume 27.019,18 M3. 

c. Diverifikasi target luas dan volume pada rencana penebangan tahun 
2025 telah sesuai dan mengacu pada LHC. 

 

Prinsip 3. 

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu 

1. Verifier 
3.1.1.a 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode audit s.d 4 Juli 2025 PPKH PT Nusantara Energy telah 
melakukan kegiatan penebangan kayu bulat dan sebagian kayu bulat 
masih diberada di blok tebangan, namun belum dilakukan pengukuran/ 
pengujian kayu bulat sehingga belum diterbitkan buku ukur dan LHP. 
Namun demikian PT Nusantara Energy dinilai telah memiliki kompetensi 
dalam hal penerbitan dokumen buku ukur dan LHP, yaitu sebagai berikut 
: 

a. Telah memiliki Akun SIPUHH yang berstatus aktif; 
b. Telah memiliki Operator SIPUHH atas nama Taufan Kristian Iswanto, 

yang ditunjuk oleh Kuasa Direktur PT Nusantara Energy berdasarkan 
Surat Penunjukkan Nomor : 110/NE/LGL/XII/2024 tanggal 2 Desember 
2024; 

c. Telah memiliki GANISPH PKB atas nama Riki Laumara dengan No. 
Reg. 23230011983 sebagai Penerbit LHP berdasarkan SK Persetujuan 
Penugasan GANISPH Nomor : 130625030 tanggal 5 Juni 2025, 
berlaku s.d 31 Desember 2025 dan SK Penempatan GANISPH Nomor 
: 130609305893 tanggal 16 Juni 2025, berlaku s.d 31 Desember 2025. 

d. Telah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH penunjung di lapangan 
seperti Personal Computer (PC), Printer dokumen, printer barcode, 
dan jaringan internet (Starlink). 

2. Verifier 
3.1.2.a 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi 
dokumen angkutan yang sah 

NILAI : MEMENUHI 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PT Nusantara Energy telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan 
kayu di areal PPKH PT Nusantara Energy yaitu lokasi TPK Hutan dan 
TPK Antara, diantaranya : 
- Penempatan lokasi TPK Hutan berdasarkan SK Direktur PT 

Nusantara Energy Nomor : 032/NE/LGL/VI/2025 tanggal 5 Juni 
2025. 

- Penempatan lokasi TPK Antara Logpond berdasarkan SK Direktur 
PT Nusantara Energy Nomor : 033/NE/LGL/VI/2025 tanggal 5 Juni 
2025. 

b. Pada rentang waktu audit (s.d 4 Juli 2025), PT Nusantara Energy 
belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kegiatan 
pengangkutan kayu yang dilindungi dengan dokumen angkutan yaitu 
SKSHHK. Namun demikian PT Nusantara Energy dinilai telah memiliki 
kompetensi dalam hal penerbitan dokumen SKSHHK, yaitu sebagai 
berikut : 
- Telah memiliki Akun SIPUHH yang berstatus aktif; 

- Telah memiliki Operator SIPUHH atas nama Taufan Kristian 
Iswanto, yang ditunjuk oleh Kuasa Direktur PT Nusantara Energy 
berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 110/NE/LGL/XII/2024 
tanggal 2 Desember 2024; 

- Telah memiliki GANISPH PKB atas nama Abdul Rachman dengan 
No. Reg. 23230009446 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan 
berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 
130625029 tanggal 5 Juni 2025, berlaku s.d 31 Desember 2025 
dan SK Penempatan GANISPH Nomor : 134863478251 tanggal 23 
Juni 2025, berlaku s.d 31 Juli 2025; 

- Telah memiliki GANISPH PKB atas nama Budiman dengan No. 
Reg. 23230020139 sebagai P3KB di TPK Antara Logpond 
berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 
130625051 tanggal 11 Juni 2025, berlaku s.d 31 Desember 2025 
dan SK Penempatan GANISPH Nomor : 134654053099 tanggal 23 
Juni 2025, berlaku s.d 31 Juli 2025; 

- Telah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH penunjung di 
lapangan seperti Personal Computer (PC), Printer dokumen, 
printer barcode, dan jaringan internet (Starlink). 

c. Dalam hal PT Nusantara Energy telah melakukan penerbitan dokumen 
SKSHHK, akan diverifikasi pada periode audit penilikan. 

d. Selanjutnya uji petik silang terhadap dokumen angkutan yang 
diterbitkan dengan dokumen realisasi jual beli kayu/ invoice tidak 
dapat dilakukan dikarenakan belum terdapat penerbitan dokumen 
SKSHHK. Adapun uji petik silang tersebut akan diverifikasi pada saat 
audit selanjutnya dan/ atau pada saat ada penerbitaan dokumen 
SKSHHK dan realisasi penjualan kayu ke industri. 

3. Verifier 
3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang 
persetujuan PKKNK dapat dilakukan lacak balak. 

NILAI : MEMENUHI 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Pada periode audit (s.d 4 Juli 2025) PPKH PT Nusantara Energy telah 
melakukan kegiatan penebangan kayu bulat dan sebagian kayu bulat 
masih diberada di blok tebangan, namun belum dilakukan 
pengukuran/ pengujian kayu bulat sehingga belum diterbitkan buku 
ukur dan LHP. 

b. Penandaan pada kayu bulat hasil kegiatan tebangan bagian bontos 
meliputi cat dan label yang memuat informasi nomor produksi 
dilakukan setelah dilakukan pengukuran/ pengujian kayu bulat. 
Selanjutnya penandaan label ecolin kuning memuat informasi id 
barcode dipasang pada bagian bontos setelah dilakukan penerbitan 
buku ukur dan LHP. 

c. Adapun terkait penelusuran kayu (nomor batang dan jenis) sampai ke 
lokasi tebangan belum dapat dilakukan dikarenakan kayu hasli 
tebangan masih berada di TPn. Penelurusan kayu sampai ke petak 
tebang akan dilakukan pada saat kegiatan audit penilikan atau pada 
saat PT Nusantara Energy telah melakukan kegiatan pengangkutan/ 
penjualan kayu sampai ke industri. 

4. Verifier 
3.2.1. 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar 
lunas.  

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Nusantara Energy belum terdapat penerbitan LHP (s.d tanggal 4 Juni 
2025), sehingga belum terdapat Billing tagihan PNPB atas DR dan PSDH. 
Namun demikian PT Nusantara Energy dinilai telah memiliki kompetensi 
dalam hal penerbitan dokumen LHP dan Billing PNBP DR dan PSDH, yaitu 
sebagai berikut : 

a. Telah memiliki Akun SIPUHH yang berstatus aktif; 
b. Telah memiliki Akun PNBP yang berstatus aktif; 
c. Telah memiliki Operator SIPUHH dan operator SIPNBP. 

Dalam hal PT Nusantara Energy telah terdapat penerbitan Billing PNBP DR 
dan PSDH, akan diverifikasi pada periode audit penilikan. 

5. Verifier 
3.3.1. 

: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk 
sertifikasi awal) 

NILAI : NOT APPLICABLE 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PKKNK PT Nusantara Energy Tahun 2025 dengan luas 559,06 hektar 
belum memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang diterbitkan oleh 
LPVI, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda SVLK pada hasil hutan 
kayu (kayu log) dan dokumen (SKSHHK). Saat ini PT Nusantara Energy 
dalam proses audit Sertifikasi Awal untuk mendapatkan S-Legalitas. 

 

Prinsip 4. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 
4.1.1.a 

: Pedoman/prosedur K3 

NILAI : MEMENUHI 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PT Nusantara Energy telah melakukan identifikasi bahaya dan 
pengendalian resiko dalam pencegahan kecelakaan kerja untuk 
masing-masing bagian/ departemen berdasarkan dokumen 
Identifikasi Bahaya/ Aspek, Penilaian dan Pengendalian Risiko/ 
Dampak. 

b. Selanjutnya PT Nusantara Energy telah memiliki SOP K3 dengan 
Nomor Dokumen : 02/NE/2025, Revisi : 0, Tanggal Efektif : 01 Juni 
2025. SOP K3 disusun sesuai dengan hasil identifikasi potensi bahaya 
dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional di lapangan. 

c. PT Nusantara Energy telah menunjuk Sdr. Widyono Yadi selaku 
penanggung jawab K3 di lapangan berdasarkan Surat Keputusan 
Direktur dengan Nomor : 046/NE/LGL/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025. 

2. Verifier 
4.1.1.b 

: Ketersediaan peralatan K3 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Terdapat daftar peralatan K3 PT Nusantara Energy periode Juli 2025 
dibuat dan dtandangani oleh S Widyono Yadi selaku penanggung 
jawab K3. Berdasarkan daftar list peralatan K3 tersebut terdiri antara 
lain seperti safety shoes, helmet, safety vest, safety glass, speed gun, 
alat detector gas, kotak P3K dan APAR. 

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, 
dijumpai dalam keadaan berfungsi baik dan tidak kadarluasa, 
diantaranya : 

- Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm dan Sepatu Boot 
yang telah dibagikan kepada Karyawan. 

- Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / 
tidak kadarluasa yang di pasang pada setiap bangunan seperti 
Kantor dan mess karyawan. 

- Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang dipasang di 
kantor. 

- Terdapat rambu-rambu K3 yang dipasang di site dan kantor. 

- Terdapat plang emergency assembly point untuk tempat 
berkumpul saat keadaan darurat yang dipasang di kantor. 

3. Verifier 
4.1.1.c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja periode bulan Juli 
2024 s.d Juni 2025 yang ditandatangani oleh Marsalin (Kepala Teknik 
Tambang) dan telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja & 
Transmigrasi Kabupaten Berau. Berdasarkan laporan tersebut 
diverifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL 
dilingkungan kerja PT Nusantara Energy. 

b. PT Nusantara Energy memiliki upaya dalam menekan kecelakaan 
antara lain dengan : 
- Melakukan pengarahan tentang K3 




